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TENTANG

PELAKSANAAN INTEGRASI SISTEM PENERBITAN BUKTI LULUS UJI
BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DAN DATA PENGUJIAN

KENDARAAN BERMOTOR
Pada hari ini Jumat tanggal dua bulan November tahun dua ribu delapan
belas, bertempat di Direktorat Sarana Perhubungan Darat kami yang
bertanda tangan dibawah ini :
1. SIGIT IRFANSYAH, ATD, M.Sc : Direktur Sarana Perhubungan Darat
berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor SK.1108 tanggal
23 Juli 2018, dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama serta sah

mewakili Direktorat Sarana
Perhubungan Darat, selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.
2. ANDRIS EVONY, S.STP, M.Si . Kepala Dinas Perhubugan Kabupaten

Tanah Laut, berdasarkan Keputusan
Bupati Tanah Laut Nomor: 821.22/
142-SI/BKPSDM/2017 Tanggal 20
April 2017, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama serta sah
mewakili Dinas Perhubugan
Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.



Berdasarkan :

1. Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan;

9. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;

3. Peraturan Menteri Perhubungan No.133 Tahun 2015 tentang Pengujian
Berkala Kendaraan Bermotor;

4. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No.
SK.2874/AJ.402/DRJD/2017 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis
Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;

5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No.
SK.2922/AJ.402/DRJD/2018 tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No.
SK.2874/AJ.402/DRJD /2017 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis
Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;

6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor
SK.3263/AJ.402/DRJD tanggal 22 Mei 2018 tentang Penetapan
Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten
Tanah Laut.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk
melakukan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat

sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan
hubungan yang saling memberikan manfaat, saling menghormati dan
saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan
sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dalam
melakukan Kkerjasama kegiatan Pelaksanaan Integrasi Sistem
Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dan Data
Pengujian Kendaraan Bermotor;

(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan

hubungan kerjasama serta saling membantu dalam kegiatan



Pelaksanaan Integrasi Sistem Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala

Kendaraan Bermotor Dan Data Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

(1) Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah melakukan Pelaksanaan Integrasi
Sistem Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dan
Data Pengujian Kendaraan Bermotor.

(2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

a) Lokasi dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan;
b) Biaya Pelaksanaan Kegiatan;

c) Waktu Pelaksanaan Kegiatan;

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA :

a) Berkewajiban menyediakan Modul Penerbitan dan Pencetakan
Bukti Lulus Uji yang sifatnya mandatory.

b) Berkewajiban memfasilitasi training Modul Penerbitan dan
Pencetakan Bukti Lulus Uji sesuai ketentuan yang berlaku;

c) Berkewajiban menyediakan stok blangko bukti lulus uji berkala
kendaraan bermotor di wilayah PIHAK KEDUA sesuai pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah dilakukan PIHAK
KEDUA;

d) Berhak melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Integrasi
Sistem Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Dan Data Pengujian Kendaraan Bermotor;

e) Berhak memutuskan integrasi secara sepihak apabila PIHAK
KEDUA dicabut dan/atau habis masa Akreditasnya;

f) Berkoordinasi secara terus menerus dengan PIHAK KEDUA untuk
kelancaran kegiatan.

(2) PIHAK KEDUA
a) Berkewajiban menyediakan biaya yang diperlukan untuk

Pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;



d)

g)

Berkewajiban mengikuti prosedur Pelaksanaan Integrasi Sistem
Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dan Data
Pengujian Kendaraan Bermotor;
Berkewajiban menyiapkan tenaga teknis yang bertanggungjawab
terhadap Pelaksanaan Integrasi Sistem Penerbitan Bukti Lulus Uji
Berkala Kendaraan Bermotor Dan Data Pengujian Kendaraan
Bermotor;
Berkewajiban menyiapkan Hardware penunjang Pelaksanaan
Integrasi Sistem Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan
Bermotor Dan Data Pengujian Kendaraan Bermotor.
Berkewajiban menyiapkan segala kebutuhan yang telah disepakati
dengan PIHAK PERTAMA untuk penyelenggaraan kegiatan;
Berkewajiban mengirim data hasil pengujian setelah melakukan
pencetakan bukti lulus uji berkala kendaran bermotor;
Berhak menerima layanan integrasi dari PIHAK PERTAMA untuk
kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
Berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA terkait kelancaran
kegiatan.
Pasal 4
PEMBIAYAAN

(1) Biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan
kepada Masing — Masing PIHAK.

(2)

(3)

Apabila timbul Biaya untuk pemenuhan hardware penunjang software
yang merupakan aset PIHAK KEDUA maka dibebankan kepada PIHAK
KEDUA .

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :

a)
b)
)
d)
e)

f)

Perinter khusus smard card;

Printer warna kertas ;

Card reader;

Kamera;

Komputer;

Jaringan internet.



(2)

(1)

(2)

Pasal 5
WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Integrasi Sistem Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala
Kendaraan Bermotor Dan Data Pengujian Kendaraan Bermotor akan
dilaksanakan setelah ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini;

Tempat Pelaksanaan Integrasi Sistem Penerbitan Bukti Lulus Uji
Berkala Kendaraan Bermotor Dan Data Pengujian Kendaraan Bermotor

di masing - masing wilayah.

Pasal 6
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai akhir berlakunya Akreditasi
Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor PIHAK KEDUA,
terhitung sejak di tandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan dapat
diperpanjang, diubah serta diakhiri dengan persetujuan tertulis oleh
PARA PIHAK;

Perubahan, perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Kerjasama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK disertai
dengan alasan perubahan, perpanjangan, atau pengakhiran, paling
lambat 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian

Kerjasama ini.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

PARA PIHAK setuju, bahwa tidak ada pihak yang dinyatakan

bertanggung jawab kepada pihak lain akibat ketidakmampuan salah

satu pihak untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian

Kerjasama ini karena terjadinya peristiwa atau sebab yang berada diluar

pengendalian pihak yang bersangkutan meliputi :

a. bencana alam: gempa, badai, banjir, air bah dan sebagainya;

b. kebakaran, tindakan perusakan atau vandalisme, sabotase,
kerusuhan, pemogokan, terorisme, dan gangguan sipil, perang atau
keadaan perang;

c. perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.



(1)

(2)

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan
Perjanjian Kerjasama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan

perbedaaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
ADDENDUM

Hal-hal yang merubah dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini
akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam
Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Habisnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Perjanjian
Kerjasama ini dan PARA PIHAK tidak bermaksud untuk memperpanjang
jangka waktu;

Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan
Perjanjian Kerjasama ini, dengan syarat disepakati oleh PARA PIHAK dan
tetap memperhatikan tanggung jawab dan kewajiban yang belum

diselesaikan;

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam

rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum

yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan

tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KEDUA - PIHAK PERTAMA
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NDRIS EVONY, S.STP, M.Si SIGIT IRFANSYAH, ATD, M.Sc



